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Abstract 

The development of crypto assets in Indonesia has led to increasingly complex legal and tax 

consequences as it transforms from commodities to digital financial instruments. The amendment 

raises questions about the legal basis for imposing taxes, the legitimacy of its regulation in the 

hierarchy of laws and regulations, and its conformity with the principles of tax legality. This study 

aims to analyze the problems of crypto asset tax regulation in Indonesia, especially related to the 

gap in norms in tax laws, the position of Government Regulations and Regulations of the Minister 

of Finance as the basis for technical regulations, and the potential for judicial testing of applicable 

regulations. The research uses normative legal methods with a legislative approach and a 

conceptual approach. Legal materials were obtained through studies of the Law on the 

Harmonization of Tax Regulations, the Law on the Development and Strengthening of the 

Financial Sector, Government Regulations, Regulation of the Minister of Finance Number 50 of 

2025, as well as various relevant scientific literature. The results of the study show that the 

regulation of crypto asset taxes still leaves juridical problems because there are no explicit 

provisions in the tax law that regulate the classification of crypto assets as certain tax objects. On 

the other hand, regulations that rely on implementing regulations have the potential to raise the 

problem of norm hierarchy if the content material is considered to exceed the delegation of authority 

granted by law. This condition opens up the possibility of judicial review of crypto asset taxation 

regulations. Therefore, harmonization and strengthening of regulations at the legal level are 

needed to create legal certainty, increase the legitimacy of tax collection, and support the 

sustainable and accountable development of the national digital asset ecosystem. This study also 

found that institutional changes in the supervision of crypto assets after the enactment of financial 

sector reforms have not been fully followed by adjustments to tax norms, so that it has the potential 

to cause inuniformity in the interpretation of the application and enforcement of the law in the 

national field. 

Keywords: Crypto Assets, Digital Asset Taxation; Principles of Tax Legality, Hierarchy of Laws 

and Regulations, Judicial Review. 

  

Abstrak 

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum dan 

perpajakan yang semakin kompleks seiring transformasinya dari komoditas menjadi 

instrumen keuangan digital. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai 

dasar hukum pengenaan pajak, legitimasi pengaturannya dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas perpajakan. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan pajak aset kripto di Indonesia, 
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khususnya terkait kekosongan norma dalam undang-undang perpajakan, kedudukan 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan 

teknis, serta potensi pengujian yudisial terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian 

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi terhadap Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50 Tahun 2025, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaturan pajak aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis 

karena belum terdapat ketentuan eksplisit dalam undang-undang perpajakan yang 

mengatur klasifikasi aset kripto sebagai objek pajak tertentu. Di sisi lain, pengaturan 

yang bertumpu pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan persoalan hierarki 

norma apabila materi muatannya dianggap melampaui delegasi kewenangan yang 

diberikan oleh undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya 

judicial review terhadap regulasi perpajakan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan 

harmonisasi dan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang guna 

menciptakan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pemungutan pajak, serta 

mendukung perkembangan ekosistem aset digital nasional yang berkelanjutan dan 

akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kelembagaan pengawasan 

aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti 

penyesuaian norma perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman 

interpretasi penerapan dan penegakan hukum di lapangan nasional. 

Kata kunci: Aset Kripto, Perpajakan Aset Digital; Asas Legalitas Pajak, Hierarki 

Peraturan Perundang-undangan, Judicial Review. 

  

Pendahuluan 

Instrumen keuangan berbasis aset digital yang saat ini sedang tren adalah 

cryptocurrency atau aset kripto. Di Indonesia, perkembangan penggunaan dan volume 

transaksi aset kripto meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data 

Statistik Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang 

tahun 2025 menembus angka sebesar Rp 482,23 Triliun dan terus mencatatkan 

perputaran puluhan triliun rupiah per bulannya memasuki kuartal pertama tahun 2026 

(Otoritas Jasa Keuangan). Jumlah konsumen aset kripto juga melonjak tajam dari 13,71 

juta pada Maret 2025 menjadi 21.369.365 konsumen pada Maret 2026. Para investor kripto 

ini memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan cara 

menyumbang pemasukan pajak negara, membuka aksesibilitas finansial yang lebih 

merata, mengekspansi skala ekonomi digital, serta memacu kemajuan teknologi 

(Grijalva-Salazar et al., 2025) 

Lonjakan jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto secara langsung memicu 

urgensi akan regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah melalui Bappebti telah 

melegalkan kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di bursa 

berjangka (Atmojo & Fuad, 2023). Akan tetapi, Bank Indonesia tetap melarang 
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penggunaannya sebagai alat transaksi pembayaran demi menjaga stabilitas sistem 

moneter. Pemerintah juga mulai memindahkan mandat pengawasan dan pengaturan 

aset keuangan digital secara resmi dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Bank Indonesia yang mengindikasikan bahwa adanya integrasi kripto ke dalam 

kerangka sistem keuangan formal (Solichin, 2025). 

Pengaturan terkait pajak suatu aset diatur dalam berbagai undang-undang 

perpajakan. Namun, aset kripto belum diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum 

setingkat undang-undang perpajakan, Konstruksi hukum pajak terhadap aset kripto 

diatur melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, khususnya 

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Syaharani, 2024). 

Kondisi ini memunculkan masalah hukum terkait  legitimasi dan validitas pengaturan 

tersebut untuk dikaji melalui berbagai asas dan doktrin dalam peraturan perundang-

undangan. 

Dalam sistem hukum positif Indonesia yang mengacu pada civil law, aturan atau 

perundang-undangan ditempatkan sebagai sumber hukum yang utama (Nahrowi & 

Murtadlo, 2024). Prinsip ini juga dielaborasi dalam pengaturan pajak untuk memberikan 

sifat memaksa kepada masyarakat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk keperluan negara. Oleh karena itu, apabila 

pengaturan pajak aset kripto hanya disandarkan pada tingkat PMK tanpa adanya 

landasan pelimpahan wewenang yang eksplisit di dalam undang-undang dikhawatirkan 

terdapat potensi menyalahi asas serta hierarki peraturan perundang-undangan dalam 

pajak (Vidi Adhar et al., 2024). 

Keabsahan suatu tatanan hukum berlandaskan pada Teori Hierarki Norma dari 

Hans Kelsen dan teori Die Stufenordnung der Rechtsnormen dari Hans Nawiasky jelask 

mengonstruksikan hukum ibarat sebuah piramida yang bersifat hierarkis. Di Indonesia, 

implementasi teori ini bermanifestasi dengan menempatkan UUD 1945 sebagai puncak 

norma tertinggi, yakni seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya harus 

bersumber dan mutlak tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (Suhenriko, 2024). 

Struktur hierarkis yang ketat ini menjadi sangat krusial mengingat pengaturan terkait 

pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan bentuk perampasan sebagian kekayaan 

rakyat oleh negara sehingga pelaksanaannya mutlak menuntut landasan hukum yang 

kuat dan pasti di tingkatan undang-undang.  

Dalam menyelaraskan kewenangan fiskal tersebut, Teori Kepastian Hukum dari 

Gustav Radbruch menekankan bahwa orientasi utama hukum haruslah diletakkan pada 

keadilan yang kemudian disusul oleh asas kemanfaatan, dan diakhiri dengan kepastian 

hukum. Pada tatanan praktis, hierarki nilai ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk 

menyeimbangkan tujuan-tujuan hukum yang kerap kali berbenturan satu sama lain 

(Putri, 2024). Oleh karena itu, perpaduan antara kerangka hierarkis Kelsen-Nawiasky 

dan tujuan hukum Radbruch ini menjadi landasan analitis yang sangat komprehensif 

dan relevan untuk mengkaji problematika pemungutan pajak aset kripto di Indonesia. 
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Penelitian terdahulu telah mulai mengungkap berbagai dimensi pengaturan pajak 

aset kripto di Indonesia Jakub (2026) mengungkap dalam studinya dengan mengkaji 

optimalisasi dan tantangan pemungutan pajak transaksi elektronik aset kripto (Jakub et 

al., 2025). Hasil temuan mengungkap bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 50 Tahun 2025 masih dihadapkan pada hambatan, seperti anonimitas 

transaksi off-exchange, resistensi data dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik (PPMSE), rendahnya literasi perpajakan, serta persepsi investor terhadap 

tingginya tarif pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Budi Kartika et al., (2022) menganalisis 

implikasi hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) terhadap aset kripto yang menyimpulkan bahwa efektivitasnya masih terhambat 

oleh perubahan regulasi yang terlalu cepat, keterbatasan yurisdiksi negara terhadap 

transaksi lintas batas, serta persoalan keadilan pajak bagi investor akibat tingginya 

volatilitas harga kripto.  

Penelitian yang dilakukan Andrianto (2022) menyoroti bahwa di tengah volatilitas 

pasar kripto yang ekstrem dan rentannya keamanan aset dari kejahatan siber, investor 

berpotensi terbebani oleh tarif pajak progresif yang tinggi sehingga diperlukan kepastian 

pengenaan pajak final yang lebih rendah dan proporsional, seperti halnya pada 

instrumen saham. Peryanto et al. (2025) menemukan bahwa masa transisi kewenangan 

pengawasan kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru menimbulkan 

kekosongan dan tumpang tindih kerangka hukum, termasuk pada wilayah otoritas 

perpajakan yang membuat perlindungan hak-hak investor kripto menjadi tidak pasti. 

Belum ada kajian yang mengevaluasi legitimasi instrumen di bawah undang-undang 

sebagai dasar pengenaan pajak kripto. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi 

kekosongan tersebut dengan menganalisis sepotensi cacat normatif PMK Nomor 50 

Tahun 2025 apabila dikaitkan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan dan 

asas legalitas pajak. 

Berdasarkan kedua kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih berfokus pada 

tataran implementasi, optimalisasi penerimaan negara, serta dampak sosiologis dan 

perlindungan hukum bagi investor di lapangan setelah PMK tersebut diberlakukan. 

Penelitian ini memberikan tinjauan dari aspek fundamental hierarki peraturan 

perundang-undangan, yakni dengan mengevaluasi legitimasi, keabsahan, serta potensi 

cacat normatif dari pengaturan pajak aset kripto yang secara dogmatis hanya 

disandarkan pada instrumen setingkat Peraturan Menteri Keuangan. Berangkat dari hal 

itu, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana 

keabsahan pengaturan pajak aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 

Tahun 2025 jika ditinjau dari Stufentheorie dan asas legalitas pajak dalam Pasal 23A UUD 

NRI 1945?; dan (2) Bagaimana konstruksi hukum pajak yang ideal untuk 

mengakomodasi transaksi aset kripto guna menjamin kepastian hukum bagi ekosistem 

investasi digital di Indonesia? Melalui tinjauan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat 

membangun konstruksi hukum pajak yang ideal bagi ekosistem aset kripto sehingga 

menjamin kepastian hukum bagi para investor. 
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Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada 

pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perpajakan aset kripto dalam sistem 

hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis 

terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas transaksi aset 

kripto, mulai dari ketentuan konstitusional hingga peraturan pelaksana di bidang 

perpajakan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis 

kesesuaian pengaturan perpajakan aset kripto dengan asas legalitas perpajakan, teori 

hierarki norma hukum, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. 

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, berbagai Peraturan Pemerintah 

yang berkaitan dengan perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 

2025. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku 

perpajakan, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas aset digital dan 

cryptocurrency taxation.  

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google 

Scholar, sumber resmi lainnya, dan portal resmi peraturan perundang-undangan untuk 

memperoleh referensi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dalam penelitian 

ini didasarkan pada asas legalitas perpajakan sebagai kerangka konsptual utama untuk 

menilai legitimasi pemungutan pajak asset kripto. Selain itu, teori hierarki norma hukum 

yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky digunakan untuk mengkaji 

kesesuaian pengaturan perpajakan asset kripto dalam struktur peraturan peraturan 

perundang-undangan Indonesia. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, 

interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal unutk 

memahami makna norma yang berkaitan dengan objek pajak, kewenangan 

pembentukan peraturan perpajakan, dan pengaturan aset kripto dalam peraturan 

perundang-undangan. Interpretasi sistematis untuk menguji hubungan antara peraturan 

perpajakan terkhusus aset kripto pada berbagai tingkatan hierarki. Interpretasi teleologis 

untuk menilai kesesuaian tujuan pengaturan pajak aset kripto dengan prinsip legalitas 

perpajakan dan kepastian hukum. 
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Hasil dan Diskusi 

 

Kontruksi Normatif Pemajakan Aset Kripto Dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 : 

Sebuah Anomali Asas Legalitas Fiskal 

 Pergeseran paradigma pengaturan aset kripto di Indonesia dari rezim komoditas 

di bawah pengawasan Bappebti menuju aset keuangan digital di bawah Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) (Solichin, 2025) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2024, secara teoritis mengubah sifat dogmatis dari objek hukum 

tersebut.dalam perspektif hukum ekonomi, klasifikasi objek hukum menentukan 

validitas penentuan hak dan kewajiban hukum yang melekat di dalamnya. Namun, 

reformulasi kebijakan fiskal melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto 

justru menyisakan cacat normatif yang mendasar jika diuji secara dogmatis-sistematis. 

 Apabila diuji menggunakan Stufentheorie dari Hans Kelsen dan penjenjangan 

norma Die Stufenordnung der Rechtsnormen dari Hans Nawiasky, tata urutan norma 

hukum positif menuntut bahwa setiap norma hukum yang lebih rendah (inferior) mutlak 

harus bersumber, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih 

tinggi (superior)(Nurfaqih, 2020). Di Indonesia, doktrin ini dikristalisasikan secara rigid 

dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Dalam ranah hukum fiskal, penjenjangan ini bersifat absolut karena 

bersinggungan langsung dengan hak fundamental warga negara. Konstitusi melalui 

Pasal 23A UUD NRI 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain 

yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 

Penggunaan frasa "diatur dengan undang-undang" secara gramatikal dan autentik 

mengamanatkan bahwa penentuan elemen-elemen pokok perpajakan (essentialia pajak) 

yang mencakup subjek pajak, objek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak merupakan 

wilayah absolut legislative act (UU), bukan administrative act (Peraturan Menteri). 

 Ironisnya, PMK Nomor 50 Tahun 2025 justru lahir sebagai instrumen hukum 

utama yang mengonstruksikan subjek dan objek pajak baru (aset kripto) tanpa adanya 

delegasi legislatif yang eksplisit (express dication) dari undang-undang perpajakan 
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substantif seperti UU Pajak Penghasilan maupun UU Pajak Pertambahan Nilai. Kondisi 

ini memicu benturan norma (normenconflict). Di satu sisi, PMK ini dipaksakan berlaku 

untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) demi mengejar potensi penerimaan 

negara yang menembus Rp 482,23 Triliun pada tahun 2025 (Reininda et al., 2022). Namun 

di sisi lain, secara formil-konstitusional, instrumen ini mereduksi marwah Pasal 23A 

UUD NRI 1945. 

Analisis kritis ini sekaligus memperluas dan mengoreksi temuan studi terdahulu. Jika 

penelitian terdahulu melihat kegagalan efektivitas PMK semata-mata karena hambatan 

sosiologis seperti anonimitas transaksi off-exchange dan resistensi data Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) penelitian ini membuktikan bahwa 

resistensi di lapangan tersebut merupakan implikasi logis dari lemahnya legitimasi 

materiil regulasi(Makbul & Ismail, 2025). Ketika negara memungut pajak hanya 

berdasarkan peraturan setingkat menteri, hakikat pemungutan pajak bergeser dari 

"perampasan kekayaan rakyat secara sah berdasarkan persetujuan perwakilan rakyat" 

menjadi sebuah tindakan pemaksaan sepihak eksekutif (exsecutieve overheersing). 

Ketidakpastian normatif ini semakin diperparah oleh masa transisi kelembagaan yang 

diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2025(Lindryani Sjofjan et al., 2025). Sebagaimana 

disoroti oleh Peryanto et al. (2025), masa transisi dari Bappebti ke OJK melahirkan 

tumpang tindih kerangka hukum. Secara dogmatis, ketika status hukum aset kripto 

bermutasi dari "komoditas" menjadi "aset keuangan digital", maka karakteristik PPN 

yang melekat pada komoditas (berdasarkan logika PMK 50/2025) secara teoritis menjadi 

tidak relevan. Aset keuangan atau uang pada hakikatnya adalah barang non-Kena Pajak. 

Memaksakan pengenaan PPN atas aset keuangan digital melalui PMK, tanpa mengubah 

definisi objek PPN dalam UU PPN, adalah bentuk distorsi hukum fiskal yang 

nyata(Syaharani, 2024). Hal ini membuktikan bahwa ketidaktepatan klasifikasi objek 

hukum akan melahirkan anomali regulasi yang fatal. 

Sintesis dan Cetak Biru Konstruksi Regulasi Ideal Pemajakan Aset Kripto di 

Indonesia 

Guna mengurai karut-marut normatif di atas, rekonstruksi penalaran hukum (legal 

reasoning) harus dikembalikan pada filsafat nilai tujuan hukum dari Gustav Radbruch. 
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Radbruch mengonstruksikan tiga nilai dasar hukum: keadilan (Gerechtigkeit), 

kemanfaatan (Zweckmaessigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit)(M. B. Firdaus, 

2025). Dalam draf regulasi saat ini, pemerintah mendewakan aspek kemanfaatan fiskal 

(penerimaan negara) dengan mengorbankan kepastian hukum formil. Untuk 

menyelaraskan ketiganya, kepastian hukum tidak boleh diletakkan di akhir, melainkan 

harus dijadikan pintu masuk utama melalui pemenuhan asas legalitas secara absolut 

(nullum tributum sine lege). Keabsahan pungutan fiskal digital hanya dapat diakui jika 

cetak biru legislasi dibangun secara hierarkis dan harmonis, bukan parsial dan reaktif. 

 Konstruksi ideal yang ditawarkan penelitian ini adalah pembentukan Kerangka 

Regulasi Integratif Multi-Layers (Hubungan Harmonisasi Hierarkis). Pembagian peran 

normatif ini memisahkan secara tegas antara wilayah kebijakan formulasional-prinsipil 

(legislative domain) dengan kebijakan aplikatif-teknis (administrative domain). Pembagian 

tatanan tersebut diletakkan pada struktur kerja yang hierarkis. 

1. Tingkatan Undang-Undang (Norma Primer / Essentialia Pajak) 

Landasan utama wajib diletakkan pada revisi UU PPh dan UU PPN, atau pembentukan 

UU Perpajakan Ekonomi Digital khusus. Undang-undang ini harus memuat kodifikasi 

definisi hukum aset kripto sebagai objek pajak penghasilan klaster baru (bukan 

komoditas), subjek pajak (investor dan PPMSE), kepastian tarif final yang rendah demi 

mengakomodasi volatilitas pasar sebagaimana(Vidi Adhar et al., 2024). Serta klausul 

hukum terkait transaksi lintas batas (cross-border transaction). Penegasan ini wajib guna 

memenuhi amanat Pasal 23A UUD NRI 1945, sehingga menutup celah gugatan 

pembatalan norma di tingkat peradilan tata usaha negara maupun hak uji materiil. 

2. Tingkatan Peraturan Pemerintah (Norma Sekunder / Bridging Regulatory) 

Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi sebagai jembatan sinkronisasi kelembagaan. PP 

bertugas mengatur harmonisasi lintas sektoral antara otoritas fiskal (Kementerian 

Keuangan) dengan otoritas pengawas sektor keuangan (OJK dan Bank 

Indonesia)(Nurdin et al., 2024). PP ini yang memberikan mandat kepada OJK untuk 

membuka akses data transaksi terintegrasi demi kepentingan perpajakan, sehingga 

memecahkan masalah resistensi data PPMSE yang dikeluhkan dalam studi-studi 

sebelumnya. 
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3. Tingkatan PMK dan POJK (Norma Tersier / Aturan Pelaksana Teknis) 

Dengan adanya pendelegasian wewenang yang eksplisit dari undang-undang, PMK dan 

POJK dapat berjalan beriringan tanpa menabrak hierarki norma berdasarkan Pasal 8 UU 

Nomor 12 Tahun 2011. PMK membatasi diri hanya pada wilayah administratif: tata cara 

pemungutan, penyediaan platform SPT digital yang ramah pengguna, dan mekanisme 

penunjukan PPMSE sebagai agen pemotong pajak (withholding agent)(Jakub et al., 2025). 

Sementara itu, POJK berfokus pada wilayah prudential regulation: pengawasan kepatuhan 

pelaku usaha, standardisasi teknologi ketahanan siber bursa kripto, dan perlindungan 

hak konsumen. 

Melalui rekonstruksi integratif ini, hubungan antara undang-undang, PP, PMK, 

dan POJK tidak lagi saling tumpang tindih (overlapping), melainkan membentuk satu 

kesatuan sistem hukum yang kokoh (interlocking system). Pola ini berhasil 

menjembatani dua kepentingan yang saling berbenturan: di satu sisi memberikan 

kepastian hukum konstitusional bagi investor karena dasar pemajakannya sah 

setingkat undang-undang, dan di sisi lain tetap menjaga fleksibilitas adaptif 

pemerintah dalam merespons dinamika teknologi blockchain melalui aturan pelaksana 

tingkat menteri dan lembaga(S. U. Firdaus & Panjaitan, 2024). 

  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pajak aset kripto dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 secara formal telah memiliki dasar legitimasi 

kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai. Namun demikian, legitimasi materiil pengaturan tersebut masih 

menyisakan persoalan yuridis karena ketiga undang-undang tersebut belum mengatur 

secara eksplisit aset kripto sebagai objek pajak. Kondisi ini menimbulkan 

ketidaksesuaian antara perkembangan objek ekonomi digital dengan konstruksi norma 

pada tingkat undang-undang. Akibatnya, pengenaan pajak terhadap aset kripto 

berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan asas legalitas perpajakan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang mensyaratkan bahwa setiap 

pemungutan pajak harus memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam undang-undang. 

Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis pada tingkat peraturan pelaksana belum 

sepenuhnya mampu menutup kekosongan norma yang terdapat pada tingkat undang-

undang. 

Untuk mewujudkan sistem pemajakan aset kripto yang legitimate dan 

memberikan kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui penguatan 

pengaturan pada tingkat undang-undang. Pengaturan tersebut perlu memuat definisi 

aset kripto dalam perspektif perpajakan, penegasan subjek dan objek pajak, serta prinsip-
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prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 

aset kripto. Dalam kerangka tersebut, undang-undang berfungsi sebagai landasan 

normatif yang mengatur prinsip-prinsip fundamental pemajakan aset kripto, sedangkan 

PMK dan POJK berperan sebagai instrumen pelaksana yang mengatur aspek teknis 

pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan mekanisme transaksi. Pembagian fungsi 

tersebut akan menciptakan harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan 

sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi 

dalam merespons perkembangan teknologi keuangan digital. Dengan demikian, 

harmonisasi regulasi fiskal menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya sistem 

perpajakan aset kripto yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi investor maupun 

otoritas pajak. 
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